
 

31 

 

BAB II 

PROFIL ORGANISASI SAYAP PARTAI “BANTENG MUDA INDONESIA” 

 

Profil organisasi sayap partai banteng muda Indonesia ini dituliskan untuk 

memberikan informasi yang komprehensif mengenai tugas fungsi maupun peran 

organisasi sayap partai Banteng muda Indonesia.  Selain itu penjelasan dalam bab 

dua ini juga akan menyajikan data-data seputar BMI yang akan mempermudah 

dan membantu peneliti dalam menyajikan penelitian ini dengan benar dan akurat. 

Selain membahas tentang Banteng Muda Indonesia dalam BAB II ini penulis juga 

akan menyajikan sedikit mengenai profil kota yogyakarta agar pembaca lebih 

mengerti karakteristik kota Yogyakarta atau lebih spesifiknya Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

 

A. Kondisi Politik Yogyakarta 

A.1 Daerah Keistimewaan  

 Daerah keistimewaan Tertuang dalam UU no 13 tahun 2012 

yang menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selsnjutnys disebut dengan DIY adalah sebuah daerah provinsi 

yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indinesia. Yang di sebut dengan keistimewaan sendiri menurut UU 

no 13 tahun 2012 adalah keistimewaan kedudukan hukum yang 
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dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut 

UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.  

 Kewenangan yang di maksudkan diatas adalah suatu 

wewenangan yang dapat di lakukan oleh pemerintah Yogyakarta. 

Wenang tambahan tersebut merupkan wewenang tertentu selain 

yang di sebutkan dalam undang-undang tentang pemerintahan 

daerah. Pengaturan keistimewaan DIY  dilaksanakan berdasarkan 

asas: pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-

bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan 

nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Adapun beberapa 

keistimewaan DIY menurut undang-undang no 13 tahun 2012 yang 

telah disahkan.Keistimewaan tersebut meliputi :  

a) Tata cara pengisian jabatan, pengisian jabatan sendiri 

meliputi bagaimana tata cara pengisian jabatan, pembagian 

tugas, wewenang, dan kedudukan.  Dalam UUD no 13 

tahun 2012 juga menyebutkan bahwa posisi gubernur di 

jabat oleh Sultan Hamengkubuwono sedangkan wakil 

gubernur dijabat oleh Adipati Pakualam.  

b) Kelembagaan pemerintah DIY 

Kewenangan kelembagaan pemerintah daerah DIY 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 b 

diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat 
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berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk 

dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai 

penataan dan penetapan kelembagaan pemerintah DIY 

sendiri diatur dalam perdais. 

c) Kebudayaan  

Menurut uu no 13 tahun 2012 kewenangan kebudayaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c di 

selenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan 

hasil cipta, rasa,karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, 

pengetahuan, norma, adat istiadat benda,seni dan tradisi 

luruh yang mengakar pada masyarakat DIY. Ketentuan 

mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan sendiri 

diatur dalam perdais.  

d) Pertanahan  

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 penyelengggaraan kasultanan 

dan kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum. 

Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak 

yang mempunyai hak milik atas tanah kasultanan. 

Sedangkan kadipaten sebagai badan hukum merupakan 

subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah 

kadipaten. Tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi 

tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat 
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diseluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan 

dan kadipaten berwenang mengelola serta memanfaatkan 

tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang di tujukan 

untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, 

kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.  

e) Tata ruang  

Kewenangan kasultanan dan kadipaten dalam tata ruang 

sendiri sebagaimana yang tertera pada pasal 7 ayat (2) 

huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah 

kasultanan dan tanah kadipaten. Dalam pelaksaan 

kewenangan kasultanan dan kadipaten menetapkan 

kerangka umum kebijakan tata ruang tanah kasultanan dan 

tanah kadipaten sesuai dengan keistimewaan DIY. 

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah kadipaten dan 

tanah kasultanan sendiri ditetapkan dengan memperhatikan 

tata ruang nasional dan tata ruang DIY.  

 

A.2 Partai di Yogyakarta  

 Seperti yang sudah di bahas dalam bab sebelumnya bahwa 

partai adalah sebuah wadah bagi sekelompok maupun sekumplan 

individu yang memiliki cita-cita maupun visi dan misi yang sama. 

Dimana dengan adanya tujuan yang sama tersebut maka 

sekumpulan individu tersebut sedikit banyak akan memberikan 
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pengaruh dalam pembuatan kebijakan demi kesejahteraan 

masyarakat. Begitupula menurut tribunnews di yogyakarta sendiri 

terdapat 16 partai politik yang telah resmi terdaftar dan menerima 

tanda bukti pendaftaran dari KPU kota Yogyakarta. 16 partai 

tersebut adalah PSI, Partai Nasdem, Perindo, PDIP, Partai 

Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Demokrat, 

PPP, PBB, PKPI, PAN, Partai Berkarya, HANURA, dan PIKA.  

A.3 Jumlah DPRD Dari Masing-Masing Partai  

 Dari 16 partai yang sudah disebutkan diatas tidak semua 

kader dari partai yang ada di Yogyakarta mendapatkan kursi di 

parlemen. Hanya dari partai-partai senior atau partai partai yang 

sudah banyak di kenal oleh masyarakat yang kadernya 

mendapatkan kursi di parlemen. Berikut adalah jumlah anggota 

DPRD dari beberapa partai yang berhasil mendapatkan kursi di 

parlemen : 

a. PDIP mendapatkan kursi terbanyak yaitu sebanyak 16 kursi di 

parlemen.  

b. Golkar mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi di parlemen. 

c. Gerindra mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi di parlemen.  

d. Pan mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi di parlemen.  

e. Pks mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi di parlemen.  

f. Dan yang terakhir adalah PPP yang mendapatkan 4 kursi di 

parlemen. 
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B. BMI  

B.1 Profil Banteng Muda Indonesia 

Banteng Muda Indonesia atau yang lebih di kenal dengan BMI 

adalah organisasi sayap partai PDI-P yang terbentuk pada tanggal 29 

maret 2000 di Semarang. Banteng MudaIndonesia juga merupakan 

sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis kaum muda dan 

berwawasan nasionalis kebangsaan. Lambang dari organisasi BMI 

sendiri ialah kepala banteng muda dengan mata merah dan mulut 

merah yang tegak menhadap ke depan dalam ikatan tulisan Banteng 

Muda Indonesia dengan singkatan BMI di bawahnya. Makna dari 

lambang Bmi tersebut yaitu, yang pertama Kepala Banteng yang tegak 

dan menghadap kedepan berarti generasi muda yang menatap masa 

depan dengan penuh kepastian, yang kedua mata merah dengan 

andangan tajam lurus kedepan berarti mencerminkan sifat  kejujuran, 

semangat yang menyala dan berani melawan setiap penindasan dan 

penghisapan, ketiga mulut merah yang berarti senantiasa berani 

berkata jujur dan benar, dan yang terakhir lingkaran menunjukan 

danya persutan dan kesatuan organisasi dan menyatakan kebulatan 

tekad kaum muda. 

VISI dari organisasi BMI sendiri menurut Anggaran Dasar adalah: 

a. Sebagai sarana perekrutan dan pembinaan kader bangsa yang 

sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa.  

b. Jaringan aspiratif generasi muda.  
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c. Alat perjuangan kaum muda PDI Perjuangan dalam rangka 

menjalankan visi dan misi partai bagi kepentingan rakyat.  

Sedangkan MISI dari organisasi BMI sendiri meliputi : 

a. Mempertahan dan mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 

1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

b. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan pancasila 1 

juni 1945 sebagai pandanngan hidup bangsa di kalangan kaum 

muda Indonesia.  

c. Membina kaum muda dan memperjuangkan aspirasi serta peran 

kaum muda melalui kebijakan PDI Perjuangan.  

d. Mendukung dan mengamankan perjuangan politik dan kebijakan 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  

Tujuan umum organisasi BMI sendiri antara lain adalah untuk 

mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 

sebagaimana di maksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu tujuan umum 

organisasi BMI adlah untuk membangun masyarakat Indonesia yang 

nasionalis dan Pancasilais. Sementara tujuan khusus organisasi dari 

BMI sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

kuat, maju, modern, mandiri, adil, makmur dan sejahtera di dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila.Bmi juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk 
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memperjuangkan aspirasi kaum muda Indonesia dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sesuai dengan asas, jati diri dan watak PDI 

Perjuangan.  

 

STRUKTUR, ORGANISASI DAN PERSONALIA 

DEWANPIMPINAN DAERAHBANTENG MUDA 

INDONESIA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2020 

Tabel 2.1 Struktur Organisasi dan personalia 

DEWAN PEMBINA   

 
 

KETUA 

DPD PDI PERJUANGAN 

 SEKRETARIS 

DPD PDI PERJUANGAN 

 BENDAHARA  

DPD PDI PERJUANGAN 

DEWAN PENGARAH   

KETUA   Hasto Wardoyo, SpoG 
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SEKRETARIS   Kelik Mulyono, SIP 

ANGGOTA  Arya Primantana, ST 

ANGGOTA  M. Joni Eko Purwadono, ST 

ANGGOTA  Suharji, SE 

ANGGOTA  Joko Purnomo, MM 

ANGGOTA  Supriyo Hermanto, SIP 

 

USULAN 

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH BMI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2020 

Tabel 2.2 Usulan Susunan Dewan Pimpinan Daerah BMI DIY 

2017-2020 

KETUA  Gimmy Rusdin Sinaga, SE 

Wakil Ketua Bidang Kehormatan  Henry Kucoroyekti, SH 

Wakil Ketua Bidang Organisasi 

dan Ideologi 

Chang Wendryanto, SH 

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Edi Sumarmi, ST 

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Aris Syarifudin, S.Ag 
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Pemilu  

Wakil Ketua Bidang Politik 

Hukum dan Keamanan 

Iwan Setiawan., SH., MH 

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Katir Triadmojo 

Wakil Ketua Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

Agus Joko Kriswanto 

Wakil Ketua Bidang Maritim Samuel Eko Nugroho 

Wakil Ketua Bidang Pertanian 

dan Lingkungan Hidup 

Sigit Hardianto 

Wakil Ketua Bidang Kesehatan 

dan Pendidikan  

Sudarmanto  

Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani 

dan Nelayan 

Antonius Kuat Slamet  

Wakil Ketua Bidang Perempuan 

dan Anak 

Kristantri Wahyuni 

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan 

Mahasiswa 

Agustinus Yun Budiarjo 

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Widoresmi Supratami 
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Seni dan Budaya 

Wakil Bidang agama Muslich Burhanudin 

SEKRETARIS  Drs. Budi Utama, M.Pd 

Wakil Sekretaris Bidang Internal Eko Haryanto, SE., Akt 

Wakil Sekretaris Bidang Program 

Pemerintahan  

Pancar Topodriyo, SE 

Wakil Sekretaris Bidang 

Kerakyatan  

Gunadi Sudarsono 

BENDAHARA Tustiyani, SH  

Wakil Bendahara Bidang Internal Normatisari 

Wakil Bendahara Bidang 

Eksternal  

Sri Sugiyati 

KESEKRETARIATAN Jl. Janti 48 Yogykarta 

 

 

 

 

 

 


